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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
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.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum
dalam Peraturan Daerah.

Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah  yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah
disusun berdasarkan Perubahan RKPD dan kebijakan
umum perubahan APBD tahun berjalan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar
hukum menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi
seluruh Perangkat Daerah dalam penyesuaian pelaksanaan
program, kegiatan, dan penganggaran pada tahun anggaran
2025.

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. tercapainya konsistensi pelaksanaan program dan
kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan prioritas
yang ditetapkan dalam perubahan RKPD dan kebijakan
perubahan APBD Tahun 2025;

b. menyediakan acuan yang lebih realistis bagi Perangkat
Daerah dalam melaksanakan dan mengukur capaian
kinerja tahunan, sehingga mendorong efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran; dan

c. sebagai tolok ukur resmi dalam evaluasi kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2025, yang selaras dengan
penyesuaian target dan alokasi sumber daya yang telah

direvisi.
BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
2025 terdiri atas:

a. BABI PENDAHULUAN;

b. BABII HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH,;

c. BABII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH; dan

d. BABIV  PENUTUP.
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(2) Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 November 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Novembexr 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 45



